ABSTRAK

Indonesia selain dikenal sebagai Negara maritim dikenal pula sebagai
Negara Kepulauan (Archipelagic State), karena banyaknya pulau-pulau yang
dimiliki dan dengan jumlah pulau terbanyak dan terluas di dunia. Hal ini
menyebabkan banyak pula pulau-pulau kecil terluar membentang dari Sabang
hingga Merauke yang juga berperan sebagai garda terdepan Negara Indonesia
yaitu sebagai batas wilayah negara dengan negara lain. Provinsi Nusa Tenggara
Timur sendiri memiliki 7 Pulau-pulau Kecil Terluar yang sudah ditetapkan dalam
Keppres No.6 Tahun 2017 tentang Penetapan Pulau Terluar. Hal ini
mengakibatkan timbulnya pertanyaan mengenai penetapan batas wilayah negara
pada Pulau-Pulau Kecil Terluar Indonesia tersebut, dan bagaimana pengelolaan
Pulau-pulau Kecil Terluar antara Indonesia dengan Australia dan Timor Leste
dalam perspektif Hukum Laut.

Penelitian hukum ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif,
dengan data sekunder sebagai data utamanya. Untuk menganalisis permasalahan
di penelitian hukum ini digunakan UNCLOS 1982 sebagai pedoman yang
merupakan sumber hukum laut internasional yang telah diratifikasi oleh
Indonesia.

Pulau Ndana dan Pulau Batek adalah 2 pulau kecil dan terluar Indonesia
yang berbatasan langsung dengan Negara Australia dan Timor Leste. Letak kedua
pulau yang jauh dari jangkauan pemerintah pusat dan daerah mengakibatkan
pengelolaan kedua pulau ini terhambat. Dari penelitian yang dilakukan, di Pulau
Batek juga belum dibuat Titik Dasar yang menjadi titik patokan pemerintah untuk
menarik batas wilayah dengan Negara lain, dalam hal ini Timor Leste.

Penulisan Hukum ini akan membahas tentang pentingnya penetapan
pengaturan batas wilayah negara di Pulau-pulau Kecil Terluar dan pengelolaan
Pulau-pulau Kecil Terluar sebagai batas negara Indonesia dengan Australia dan
Timor Leste ditinjau dari perspektif hukum Internasional dan hukum Nasional
Indonesia.

Kata Kunci: Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar, Batas Negara, UNCLOS
1982.
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